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ABSTRACT

Hotel tax is the one’s tax of revenue that veryartamt in Gunungkidul
regency. It's for territory revenue source or Natirevenue Hotel. Tax hopes become
priority source revenue because condition and teryi potential (lay out ) in
Gunungkidul regency is support or potential.buthe fact, Hotel Tax in Gunungkidul
regency is very bad. It's indicate from value amdvgth from year to year (2005 —
2009) is decreasing and negative growth value. d&ethat, diferent (infact ) between
realization hotel tax of revenue with hotel taxrefeue it happen. It's indicate that
potential hotel tax is not territory source revenyet .

The purpose from this research is for knows how Hmtel tax potential in
Gunungkidul regency and how far the government tae for increase hotel tax
potential and some of the aspect for the increhae fTo show that hotel tax potential
used method which include tax rate of hotel taxrage rate of rooms, amount of day
and amount of romms in the hotel.

The result of research indicate that potential mave and value of hotel tax is
very big, above of realization hotel tax of revenakie. Measuring of this comparison
can be observe from effectiveness hotel tax tleav#tue always decrease from year
to year (2005 — 2009 )even the value not more 8% revery year. Result of research
indicate that hotel tax in Gunungkidul regencyldalr from the good quality. Both
management system and some action as support trerngoent for the hotel tax
increase.

Keyword : Hotel Tax, Potential Hotel Tax, Tax’s Bewe of Hotel, Effectiveness
Hotel Tax, Gunungkidul Regency.

Vi



ABSTRAK

Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pgaky ada di Kabuapten
Gunungkidul dimana keberadaanya sangat pentinggaebamber penerimaan daerah
atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan P&l ini diharapkan menjadi
sumber penerimaan yang utama mengingat kondispdtensi daerah yang dimiliki
oleh Kabupaten Gunungkidul. Namun dalam realisasikgberadaan Pajak Hotel ini
justru sangat memprihatinkan dimana nilai dan petuhannya dari tahun ke tahun
selama tahun 2005 — 2009 relatif mengalami penwrubahkan dengan nilai
pertumbuhan yang negatif. Selain itu, timbulnyasgelantara realisasi penerimaan
Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Hotel mengsikén kemungkinan bahwa
potensi Pajak Hotel yang ada belum tergali secatianal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetabesar potensi Pajak Hotel
yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidah seberapa jauh bentuk
perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkiaaihd menggali potensi pajak
hotel yang ada serta bentuk perhatian Pemerintainabadalam meningkatkan pajak
hotel guna kesejahteraan bersama. Untuk mengitotegmg dan efektifitas pajak hotel
digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlamaa tarif rata-rata kamar, jumlah
hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hated glitentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PajateHsangat besar, jauh di
atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pamguk perbandingan ini tercermin
dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalenurun dari tahun ke tahun selama
tahun 2005 — 2009 bahkan nilai yang ada tidak lelaith 5% setiap tahunnya. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajaklh@ng ada belum tergali secara
optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu mekgadksi terkait pajak hotel yang
ada di Kabupaten Gunungkidul seperti sistem pefagiodan managemen dari hotel-
hotel yang ada tersebut.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Pem@an Pajak Hotel, Efektifitas
Pajak Hotel, Kabupaten Gunungkidul
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dagupan pajak daerah,
retribusi daerah, hasil dari perusahaan daeraleripeman dari dinas-dinas dan
penerimaan lainnya yang termasuk dalam PendapakrbAerah (PAD) yang
bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah sgmgSemakin tinggi
peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peramlamierah merupakan
cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat keoempdaerah dalam
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemr@anSuhendi, 2007).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untukmbiayai
pembangunan berasal dari beberapa sumber, salahssatber penerimaan
tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai damajukan daerah dapat
ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimafi@merimaan pajak,
dimana setiap orang wajib membayar pajak sesugasekewajibannya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan olehalklaentuk kepentingan
pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersghlah satu Pendapatan
Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajaerah di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000demanjadi dua, yaitu

pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagmndilakukan sesuai



dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan massnggnjenis pajak
daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau WKatmm/Kota yang
bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor B4nrao00 ditetapkan
empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajakufmaten/Kota. Pajak Propinsi
terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan KendarmdiaAtas Air, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Réamanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajakpgeado/Kota terdiri dari
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pagklkame, pajak penerangan jalan,
pajak pengambilan bahan galian golongan C dan ppgakir. Penerimaan
potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanyabdbhgrapa pajak dalam arti
disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksatara efisien. Hal ini karena
di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang Smtdéranya berasal dari
pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajdlme saja.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakierbbang seiring dengan
semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dawipata dalam kebijakan
pembangunan sehingga dapat menunjang berkembanfisyas rekreasi
(pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurutddgeJndang Nomor 18
Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pegkran dengan nama
pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanyabaean undang-undang
tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkaribgdang-Undang Nomor 34

Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipsatmenjadi jenis pajak yang



berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya psteakan keberadaan pajak
hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 teriRajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan rigidadang No. 34
Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dadij@laskan bahwa pajak
hotel adalah pajak atas pelayanan yang disedialedn hmtel serta mencakup
seluruh persewaan di hotel.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yag, sejahtera,
mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkda paatu tantangan dalam
mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangamg akan diambil.
Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi pellaoip banyak bagi
daerah untuk menggali potensi sumber-sumber peaanndaerah dibanding
peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyakb®e keleluasaan pada
pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bakedua undang-undang itu
dapat merangsang daerah untuk melakukan intersifidan ekstensifikasi
sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukaatus perencanaan yang
tepat dengan memperhatikan potensi yang dimilikrutsena dalam
mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdggan hotel dan restoran
dengan sektor yang lainnya.

Kabupaten Gunungkidul, salah satu kabupaten diifsppaerah Istimewa

Yogyakarta, memiliki potensi wisata berupa pangaia, pegunungan kars dan



hutan wisata yang cukup potensial untuk dikembamgehingga di sini sektor
pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sgldalagangan dan penyediaan
jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daeglisa digali dan terus
dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan bugagg merupakan salah
satu andalan Kabupaten Gunungkidul ini sudah skfgya memberikan
kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak gdagKontribusi penerimaan
daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupubusetyang dipungut atas
dasar pemberian jasa dan pelayanan oleh tempattawida Kabupaten
Gunungkidul. Akan tetapi kenyataan yang terjadirjupenerimaan pajak daerah
dari sisi pajak hotel dan pajak restoran hanya nil@milai kontribusi yang kecil
bahkan penerimaan pajak hotel yang ada memilikiapgrtumbuhan negatif.
Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yatey di Kabupaten
Gunungkidul. Terlihat bahwa dari sekian pajak yadg, pajak hotel merupakan
satu-satunya pajak yang memiliki angka pertumbuylzang negatif dengan nilai
yang cukup besar yaitu negatif 72,3%. Beberapakpggng lainnya selalu
mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahutakan sehingga angka
pertumbuhan yang dihasilkan cukup tinggi bahkanupgiouhan pajak reklame
mencapai 201,3% sepanjang tahun 2005-2009. Iniadebukti bahwa pajak
hotel masih cukup tertinggal dalam proses pemakaiMmaemungutannya
dibandingkan dengan pajak-pajak daerah yang lamg yada di Kabupaten

Gunungkidul.



TABEL 1.1

Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Jenis Pajak

Tahun Anggaran (Rp)

2005 2006 2007 2008 2009 Pe't“(’:}';”ha"
0

Pajak Hotel 40.169.363 9.645.000 36.092.165 11.190.000 11.140.000 72,3
Pajak Restoran 38.821.100 42.296.525 46.283.650 46.608.650 45.342.900 16,8
Pajak Hiburan 12.750.400 11.840.000 16.176.000 13.863.000 15.584.000 22,2
Pajak Reklame 135.386.150 163.656.750 221.210.750 293.534.650  407.911.638 201,3
Pajak

Penerangan

Jalan 2.085.376.394  2.775.000.000  4.403.940.659  4.650.749.120 6.061.636.523 190,7
Pajak Bahan

Galian

Golongan C 284.490.360 387.552.233  381.679.100 473.861.019  334.151.022 17,5

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011

Dengan melihat potensi yang ada, penerimaan dagmd berupa pajak
terkait dengan sektor yang berkembang dan perlin ldimaksimalkan tentu
adalah pajak hotel, dimana berdasarkan data yamglad tahun 2005-2009 ada
kecenderungan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabngsunungkidul justru
relatif mengalami penurunan. Dari tabel 1.1 daphbad bahwa semua jenis
pajak daerah yang ada nilainya rata-rata tetap mengalami kenaikan. Akan
tetapi tidak demikian dengan penerimaan daerah g@ajak hotel. Dari
keseluruhan pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidulya Pajak Hotel yang
memiliki tingkat pertumbuhan hingga mencapai angkgatif 72,3%. Ini patut
menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerahupabn Gunungkidul
mengingat potensi sumber daya alam dan penunjanggya dimiliki daerah

tersebut.



Penerimaan pajak hotel mengalami penurunan nilaugibesar, dari Rp
40.169.363 di tahun 2005 menjadi Rp 11.140.000adum 2009. Bahkan di
tahun 2006 penurunan yang terjadi mencapai angke9.B$5.363. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2006 Propinsi Daerah Istanéagyakarta mengalami
gempa bumi dengan pusat gempa yang berada di LelataB Kabupaten
Gunungkidul sehingga ini berpengaruh terhadap kggo wisata serta tingkat
hunian kamar hotel/penginapan karena sepanjang tedrgebut masih sering
terjadi gempa-gempa susulan dan ini menjadi suakthdwatiran bagi para
pengunjung di Kabupaten Gunungkidul.

Berikut adalah gambaran pertumbuhan penerimaank phel dan
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 1.2

Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan PenerimaanPajak Hotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Kontribusi
Tahun Pajak Pajak Hotel Asli Daerah Pajak Hotel
Anggaran Hotel (PAD) Terhadap PAD

(Rp) (%) (Rp) (%)
2005 40.169.363 - 2.647.093.767 1,52
2006 9.645.000 -75,99 3.399.690.508 0,28
2007 36.092.165 274,21 13.244.307.951 0,27
2008 11.190.000 -69 15.620.333.567 0,07
2009 11.140.000 -0,45 16.618.190.966 0,07

Sumber : data sekunder diolah, 2011
Dari tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan penerinRajak Hotel Kabupaten

Gunungkidul mengalami penurunan, bahkan di tahudB 3fertumbuhan yang



terjadi bernilai negatif 0,45%. Dari tahun 2006tkbun 2007 sempat mencatat
nilai positif dan dengan kenaikan pertumbuhan yauigip tinggi. Ini karena di
tahun 2006 dengan penerimaan yang hanya sebes@6Rp.000 meningkat
menjadi Rp 36.092.165 di tahun 2007. Namun padantédhun selanjutnya
penerimaan pajak ini terus mengalami penurunamgghi pertumbuhan yang
terjadi juga terus mengecil.

Untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatalh Paerah (PAD) juga
terus mengalami penurunan. Di tahun 2005, kontripaserimaan pajak hotel
sebesar 1,52% terhadap pendapatan daerah dan dietdtaun 2009, kontribusi
pajak ini terhadap pendapatan daerah hanya tinggakesar 0,07%. Ini
merupakan angka penurunan yang sangat tajam. Hdlanena penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkiguls meningkat
nilainya dari tahun ke tahun tetapi ini tidak diiamgi dengan peningkatan dalam
penerimaan pajak hotel. Justru penerimaan pajad hertus-menerus menurun.
Beberapa pajak lain, seperti misal pajak Peneradgéan dan Pajak Reklame
justru mengalami peningkatan sehingga PendapatédnDasrah (PAD) yang
terjadi terus meningkat. Ini mengindikasikan bati®egak Hotel kurang memiliki
kontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai sumi@Embiayaan
pembangunan pada nantinya. Dari tahun 2008 angkérillasi penerimaan
pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)aimmenunjukkan

penurunan. Ini tidak sesuai dengan kondisi yang dideana dengan potensi



wisata yang begitu besar diharapkan akan menyunmlkamtgbusi dari sisi pajak
hotel yang cukup besar.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat besarnya target yamgyapkan akan diterima
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dingkdn dengan besarnya
realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sqmaporsi target dari
penerimaan Pajak Hotel terhadap realisasi peneninizegak Hotel, dimana
terdapat selisih yang sangat besar antara keduatara menimbulkan
permasalahan dengan melihat pada persentase prggogsdihasilkan.

TABEL 1.3

Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan PajaKotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

Proporsi Target

Tahun Realisasi Pajak Target Pajak Hotel ..
Terhadap Realisasi
Anggaran Hotel (Rp) (Rp)
(%)
2005 40.169.363 28.950.000 72,07
2006 9.645.000 24.750.000 256,61
2007 36.092.165 8.750.000 24,24
2008 11.190.000 8.750.000 78,19
2009 11.140.000 10.000.000 89,77

Sumber : Pemda Kabupaten Gunungkidul, 2011

Terlihat bahwa proporsi target terhadap realisasmitiki angka rata-rata
lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa realisasig terjadi lebih besar dari
penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Hanyahdint2006 angka proporsi
target terhadap realisasi melebihi 100% yaitu sat2$6,61%. Ini terjadi karena
realisasi yang terjadi dalam penerimaan pajak Hetgh kecil dari penentuan

target oleh Pemda Kabupaten. Hal ini disebabkanyadheberapa faktor yang



tidak terduga seperti misal bencana alam gempa pang terjadi di tahun 2006
sehingga menurunkan penerimaan pajak hotel di pgakiraan Pemerintah
Daerabh.

Untuk tahun-tahun selanjutnya besarnya target deqhaealisasi selalu lebih
kecil sehingga proporsi yang terjadi selalu dibawagka 100%. Ini bisa terjadi
karena penentuan target yang hanya selalu bergaskr penerimaan tahun-
tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target géetapkan selalu bisa
dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotef yabih besar. Selain itu,
penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tsebelumnya ini
membuat adanyselisih antara target dengan realisasi yang cuksparb Adanya
selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajalehsangat besar, yang belum
digali secara optimal dalam pelaksanaannya.

Gambar 1.1 adalah kurva yang menggambarkan perkeyabarealisasi
penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan taystrpnaan pajak hotel yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gumdugkepanjang tahun

2005 hingga tahun 2009 :
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GAMBAR 1.1
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel dan Target Pajakliotel
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009

45000000
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15000000
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5000000
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Tahun Anggaran

Sumber : data sekunder diolah, 2011
Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi peraan pajak hotel yang
terjadi selalu di atas target/anggaran yang dikatapleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul. Hanya di tahun 2006 realigaserimaan pajak yang
terjadi berada di bawah target/anggaran yang ditant dengan celah yang
sangat lebar. Terlihat juga adanya selisih antalisasi penerimaan pajak hotel
dengan target yang ditentukan. Di tahun 2007, ikeliyang terjadi sangat
lebar/besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebghumaupun tahun-tahun
sesudahnya. Ini dikarenakan di tahun ini masihaderiransisi dari tahun
sebelumnya, dimana faktor eksternal tentunya jugajawli bahan pertimbangan

dalam penentuan target penerimaan pajak hotel.



11

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajet Hapat diukur
berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tatd-rata dan tingkat hunian
hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai darddsarkan data realisasi
penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketalektifffas dari pajak hotel.
Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilaignsinya semakin besar maka
otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas damjgk hotel. Dengan analisis
yang sama, Kuncoro (2003) mengemukakan bahwa tinglaktifitas pajak
daerah apabila dihitung berdasarkan target yarejapikan pemerintah daerah
cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajalaerah dihitung berdasarkan
potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kafakiif.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor pakteti Kabupaten
Gunungkidul, sehingga dengan adanya potensi surdaga yang tersedia
diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektordBgangan dan Hotel,
khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomiKahupaten
Gunungkidul dan pada akhirnya nanti dapat menikgkatkesejahteraan
masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu perllakdkan identifikasi
mengenai variabel-variabel yang terkait dengan aig@ningkatan penerimaan
pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kirgeydu dilakukan dalam
rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang bedptmal. Lebih lanjut

dijelaskan dalam Modul APBD (Yuniyarti, 2006), kglian dan strategi yang
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dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkgtkeaerimaan daerah salah
satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Adrdba(PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dimulainya era otonomi daerah yang ditadelagan dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor &auii 1999 yang
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Kd@BoTahun 2004
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ngiasasing daerah
berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daesaty ywimilikinya untuk
meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daeatbnsi penerimaan
daerah ini dapat bersumber dari pajak daerahpusirdaerah, penerimaan dari
dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMDpdaerimaan lainnya.

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.3 dijelaskan aatomtribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif miamgiapenurunan. Bahkan
pertumbuhan yang terjadi juga relatif mengalami ypenan dengan nilai
pertumbuhan yang negatif. Selain itu nilai realiyasg relatif selalu lebih besar
daripada target menyebabkan timbulnya selisih wamgat besaantara realisasi
penerimaan pajak hotel dengan penerimaan yangghktkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ini mengindikasikeemiéngkinan bahwa
potensi pajak hotel belum tergali secara optimadlégarkan potensi nyata yang

dimiliki Kabupaten Gunungkidul.
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Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumusiaerdpa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

a.

Seberapa besar potensi pajak hotel yang dimilikeholKabupaten
Gunungkidul ?

Sejauh mana efektifitas pajak hotel yang ada diugaben Gunungkidul ?
Bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang ada di Kateap Gunungkidul

guna meningkatkan penerimaan pajak hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat #aentujuan penelitian

ini, yaitu antara lain :

a.

Mengetahui besar potensi pajak hotel yang dimilddeh Kabupaten
Gunungkidul.

Mengetahui efektifitas pajak hotel yang ada di Kadien Gunungkidul.
Mengetahui sistem pengelolaan hotel-hotel di Kateip&unungkidul guna

peningkatan penerimaan pajak hotel.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan uség yang bermanfaat

baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupilmak-pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun naardfari penelitian ini antara

lain :
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a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dihkgap dapat memperluas
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajakl hdde potensi
pengembangannya.

b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan irdsrrtentang potensi,
efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerahugéabn Gunungkidul
dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khuspajaahotel.

c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkapat dijadikan acuan
dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatlarerpmaan daerah
terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.

d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikasad acuan bagi
pengembangan penelitian selanjutnya dan pengemmbalnga pengetahuan

di waktu yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahfara pembaca
dalam memahami isi penelitian. Sistematika penaligalam penelitian ini
terbagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendah. Pada bab ini
dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan niasalag menjadi dasar
penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sest@reatika penulisan laporan
penelitian.

Bab 2 mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Dd&lagian ini akan

diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan funggalkamacam-macam pajak,
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teori tentang pajak hotel, dasar pengenaan, tanfodra perhitungan pajak hotel,
masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, d@yah pemungutan pajak
serta penetapan pajak hotel. Bab 2 juga berisi lii@anepenelitian terdahulu
yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teori

Bab 3 menguraikan tentang metode penelitian yargundkan dalam
penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel peael objek penelitian,
metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan surdata. Dalam bab tiga
juga diuraikan tentang metode analisis yang diganalalam penelitian ini yaitu
menggunakan analisis perhitungan potensi dan @aerhitungan efektifitas
dari pajak hotel.

Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan yang ura&ikgn secara rinci
analisis yang telah dibuat. Bab ini akan menjawatmasalahan yang diangkat
berdasarkan hasil pengolahan data dan landasanytaoy relevan. Sebagai
pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umumlipanedan data yang

digunakan.

Sebagai penutup, Bab 5 berisi tentang kesimpukaansdan keterbatasan
penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulareligen sesuai dengan hasil
yang ditemukan dari pembahasan serta saran yargaghan berguna bagi
kebijakan terkait tentang pengembangan potensirpeagn daerah. Dengan
keterbatasan penelitian diharapkan akan ada parbaikagi penelitian

selanjutnya.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yangnietlag terus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menikgkdtesejahteraan rakyat
baik materiil maupun sprituil. Untuk dapat mereadigan tujuan tersebut perlu
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintalerg yberperan
mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dala@mjatankan roda
pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangasar untuk
memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biayserasal dari pendapatan-
pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersuat@ajak.

llyas (2000 dalam Suhendi, 2008, h.33) menjelaskahwa penerimaan

pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembamguoerasal dari
beberapa sumber yang dapat dibedakan antara peaeripgjak dan bukan
pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya ageaérimaan pemerintah
yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinfadedam negeri maupun luar
negeri dan penerimaan dari badan usaha milik petaéri sedangkan sumber

penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.
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Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Nefarman demikian
setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasthdeus berurusan dengan
pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dafaataserta mengetahui hak
dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-namun perbedaan
tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujyang sama. Beberapa
pengertian mengenai pajak menurut para ahli petpajantara lain:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihakdaleherutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkanngarsseumum), tanpa
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakak orenutup pengeluaran-
pengeluaran umum ( Fieldmann dalam Resmi, 2003, h.1

Menurut Prakoso pengertian Pajak adalah iuran wagiliggota
masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, atten pembayaran
tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasg lamgsung dapat ditunjuk.
(Prakoso, 2005 dalam Rahmanto, 2007, h.22).

Senada dengan itu Resmi dalam bukunya berjudulpdfatan :Teori
Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengaat&e undang-undang
serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkagi Ipengeluaran-
pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukammg&h terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayaiblict investment. (Resmi, 2003, h.2).
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Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus BesarsBalmlonesia
menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajibafyasberupa uang yang
harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan Waejilada negara atau
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemihkaga beli barang, dsb.
(Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, h.658).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebdgigada kekayaan
ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian pdebuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebag&uman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapakskhkan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung,kuntemelihara kesejahteraan
umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein,2002).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepbatrra yang dapat
dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membagayapg menurut peraturan
dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yangsting dapat ditunjuk
penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pegehkpengeluaran
umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas raNegatuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (1997,h.7) mengatakan pajak adalah iuakyat kepada kas
Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikedppdda sektor pemerintahan)

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) detgn mendapat jasa
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timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk unto&mbiayai pengeluaran
umum.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian aykelk kepada
Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadiapaetanatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuntapitmenurut pemerintah hal
ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timladikbsecara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayaiepeargn secara
umum disamping kewajiban suatu warga Negara. Segqmigik pajak
merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pgjuban dan pertahanan
menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karenaajak merupakan alat yang
paling efektif dari kebijakan fiskal untuk mengdédan partisipasi rakyat
kepada Negara.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek,sdaut pandang
ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkamako yang digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hagek digunakan sebagai
motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari spdumdang hukum pajak
adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlpkasturan-peraturan
pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangaar&ldgari sudut pandang

keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang Saenjatg.



20

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapatiklik@simpulan bahwa
unsur-unsur pajak adalah :
1. luran masyarakat kepada negara, dimana swastgiaki lain tidak boleh

memungut.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakar@nd mempunyai
kekuatan hukum.

3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang tapggung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membigogdalic investment.
2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalalnkumencapai
kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) unteknbatasi konsumsi dan
dengan demikian mentransfer sumber dari konsumpgiu(@uk mendorong
tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfetbesu dari tangan
masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memuragkiaklanya investasi
pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investas) {Entuk mengurangi
ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surgkenomi (Nurksel, 1971
dalam Muklis, 2002).

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegangs-asas
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannghingga di dapat

keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuanadas yang masih
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diperlukan. Rosdiana dan Tarigan (2005, h.117) eteskan beberapa syarat

yang penting untuk diperhatikan dalam mendesaitersigpemungutan pajak

diantaranya adalah :

1. Equity/Equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang seringnkajadi pertimbangan

penting dalam memilihpolicy option yang ada dalam membangun sistem

perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berbasibila masyarakatnya

merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemeritetédh dikenakan secara

adil dan setiap orang membayar sesuai dengan lggian

1)

2)

Pendekatan Keadilan

Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus aalil d
merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang prilsathanding
dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersedoutjuba
sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari Keadnorizontal dan
keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakaemenuhi
keadilan horizontal apabila wajib pajak yang beradéam kondisi
yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilakal
terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tarabdtemampuan

ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.
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2. Asas Revenue Productivity
Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut
kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pet@ersering dianggap
sebagai asas yang terpenting. Dalam hal pajak aebalgagai penghimpun dana
dari masyarakat untuk membiayai pembangunan (fungigetair) maka dalam
pemungutannya harus selalu dipegang teguh asasikproths penerimaan,
tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap hdipgghatikan bahwa jumlah
pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tingghirsgga menghambat
pertumbuhan ekonomi.
3. AsasEase of Administration
Asas ini sangat penting, baik untuk fiskus maupwib pajak. Prosedur
pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wpak enggan
membayar pajak dan bagi fiskus, akan menyulitkaanda mengawasi
pelaksanaan kewajiban wajib pajak.
1) AsasCertainty
Asascertainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepasadq, b
bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak darusemasyarakat.
2) AsasConvenience
Asas conveinience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat
pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saahg y

menyenangkan/memudahkan wajib pajak, misalnya pada menerima
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gaji atau penghasilan lain. Aseanvenience bisa juga dilakukan dengan
cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutatgre satu tahun
pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.
3) AsaskEfficiency
Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dai fiskus pemungutan
pajak dikatakan efiisen jika biaya pemungutan pggkg dilakukan oleh
kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasamajoan wajib
pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang bsilhdikumpulkan. Dari
sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatag&hsien jika biaya
yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk mawherkewajiban
perpajakannya bisa seminimal mungkin.
4) AsasSmplicity
Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih) jedas dan
mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena d@lam menyusun
suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikgga asas
kesederhanaan.
4. AsasNeutrality
Asas neutrality mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distailsi-b
distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhgaaguksi serta faktor-faktor
ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mengaruhi pilihan

masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidaknpengaruhi pilihan
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produsen untuk menghasilkan barang-barang dansgsa tidak mengurangi
semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak ditagkan kepada
kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatd@nniasyarakat dan
kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut mkajachanusia secara sadar
dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yangatey. Pemungutan pajak
dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tdtapis memperhatikan
aspek-aspek pembangunan yang ada.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu funfadgetair (sumber keuangan
negara) dan fungsegulerrend (mengatur), (Resmi,2004,h.2).
a. FungsiBudgetary ( sumber keuangan negara )

Pajak mempunyai fungdiudgetary artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai peagel baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, p&merberupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas nebgaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun ini&asif pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenikpaja
b. FungsiRegulatory ( mengatur )

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak gabalat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bigasigl dan ekonomi, dan

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang kegaa. Sebagai fungsi
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regulatory, yaitu megatur perekonomian guna menuju pertunmbugi@nomi
yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendajsada stabilitas ekonomi.
2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapabdipokkan menjadi
3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menuri#tngia, dan menurut
lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi duduypajak langsung
dan pajak tidak langsung
1. Pajak langsung
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalabkpaag harus dipikul
atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan titdda dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pagaks menjadi beban
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalamggrtian administratif,
pajak langsung adalah pajak yang dipungut secakalbe
Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dilzaga ditanggung oleh
pihak-pahak tertentu yang memperoleh penghasitasliat.
2. Pajak tidak langsung
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsundahdpajak yang pada
akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepadagolain atau pihak

ketiga. Sedangkan dalam pengertian administragjakp tidak langsung
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terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, ljpgatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan baasaug jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, blidarama

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajalksuaggatau
pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakudangan melihat ketiga
unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan jpkgrenya. Ketiga
unsur tersebut terdiri atas:

1. Penaggung jawab pajak, adalah orang yang secarmalfoyuridis
diharuskan melunasi pajak.

2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktargraikul dulu
beban pajaknya.

3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksudopamundang-
undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseonakg pajaknya
disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersterpisah atau terdapat
pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disedjakgidak langsung.

b. Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan meinjdua yaitu pajak

subjektif dan pajak objektif.
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1. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikariapg-tama keadaan
pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya halitsmukan alasan-
alasan yang objektif yang berhubungan erat dengmaidan materialnya,
yaitu yang disebut gaya pikul.
Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak objektif
Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objelaik itu berupa benda,
dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau perigiwg mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulahrdisabjeknya (orang
atau badan hukum) vyang bersangkutan langsung, dentidak
mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisilindonesia ataupun
tidak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjustias Barang Mewah.
c. Menurut Lembaga Pemungut
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadiyhitu pajak negara
(pajak pusat) dan pajak daerah.
1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yangndiguoleh pemerintah
pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oledrtdepen keuangan dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
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a.Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak
a) Pajak Penghasilan
b) PPN (penyerahan lokal)
C) Pajak Bumi dan Bangunan
d) Bea Materai
e) Bea Lelang
b.Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)
2. Pajak daerah
Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut diabrah seperti Propinsi,
Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daeesding-masing dan
hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tanggeatanasing-masing.
Pajak daerah terdiri dari :
1. Pajak daerah Tingkat | (Propinsi)
contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Naread@raan Bermotor,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Daerah Tingkat Il (Kota/Kabupaten)
contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak HiburajakPReklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan PengolBhhan Galian

Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah daRekmukaan
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2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak
Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelolaep@atah pusat
maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pasi@sss pemungutan pajak
(Resmi, 2004, h.9) yaitu : asas domisili (asas t@nipggal), asas sumber dan
asas kebangsaan.
1. Asas Domisili (Tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengernzdjak atas seluruh
penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggakithyahnya, baik yang
berasal dari dalam negri maupun berasal dari lagem. Setiap wajib pajak
yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayjadonesia (wajib pajak
dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh pernighagang diperolehnya
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihulbnngtengan
kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan menpajefukepada setiap
orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas seg@ra yang
bersangkutan tanpa memandang apakah bertempaaltidggalam negeri

atau di luar negeri.
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3. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenglegak atas

penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa medrapkan wilayah

tempat tinggal wajib pajak.
2.1.1.4 Syarat—Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan blatan atau

perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarajdigadan Husein, 2005,
h.17), yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- unshgan@i( yuridis).

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanymbab kausalitas
dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatdlawa pajak yang dipungut
secara langsung ataupun tidak langsung akan kemtiglinakan oleh
masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayafigamhjono dan Husein,
2005, h.18). Beberapa landasan yang menjadi dasabgnaran pemungutan

pajak adalah :
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1. Teori Asuransi
Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang ldihagar oleh
masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggim@igmahan
teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharwsm@aygla penggantian
dari negara kenyataannya tidak ada. Selain ituarbga pajak yang
dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubuteyagsung.

2. Teori Kepentingan
Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfagitjriasing-masing
orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanganperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipungut darruselpenduduk.
Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentimgng masing-
masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang berntarfaginya),
termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang besent bendanya.
Teori ini dikenal sebagdenefit Approach Theory.

3. Teori Gaya Pikul
Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwagaajgé haruslah
sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harusatilmagnurut gaya
pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat dib&wdasar besarnya
penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pemngeluatau
pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebdgdity to Pay

Approach Theory.
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4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)
Teori ini mendasarkan pada pah&rganische Saatsleer. Paham ini
mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai pekiumpulan dari
individu-individu maka timbul hak mutlak negara wktmemungut
pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajgkad@ negara
merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepadananya.
5. Teori Asas Daya Beli
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara nmguu pajak,
melainkan hanya melihat pada efeknya dan memanefakgyang baik
ini  sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan nkegan
masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan penamngajak, bukan
kepentingan individu dan bukan pula untuk kepemtmgnegara,
melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi &aya.
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan puagutenetapkan
besarnya penetapan pajak (Resmi, 2004,h.10).
1. Official Assesment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi keweanaraparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajakgyderutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undan@jgep yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitusgrta memungut pajak
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sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyafakgb pajak) baru akan
mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Betelanerima Surat
Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasu &ittaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatypajpkan (peranan
dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. SAf Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewgenajib Pajak untuk
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang pdahunnya sesuai dengan
dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sbpgauditangan wajib
pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pap&mpu memahami
peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan omm@pkejujuran yang
tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya merabgyajak. Disini fiskus
hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasagan demikian
berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pbaakak bergantung pada
wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada WRaibk).
3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewekapada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya ahnpajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undanggingarpajakan yang

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakulkdengan undang-undang
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perpajakan, keputusan presiden dan peraturan Rimmpuk memotong dan
memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungi@amamelalui sarana
perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhgeil tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak bergantung pada pihakakgdigg ditunjuk.
2.1.1.6Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Devas (1989, h.101) menyatakan bahwa pajak daenadp gilaksanakan
dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukurangselb&rikut :
1. Hasil (Yield)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitandgamgan berbagai
layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elasssitasil pajak terhadap inflasi,
pertumbuhan penduduk dan juga perbandigan hasikpajengan biaya
pemungutan.

2. Keadilan équity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas tid@ak sewenang-
wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan seceasati@l, artinya baban pajak
haruslah sama antar berbagai kelompok yang betie¢sjsi dengan kedudukan
ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secar&agrértinya kelompok yang
memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar meikle sumbangan yang
lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikémmtiki sumber daya
ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempatrdairti, hendaknya tidak ada

perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang Oalaam pajak dari
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daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan mencerminkan perbedaan
dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya Guna EkonomBEconomic Eficiency)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber degeaderdaya guna
dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampifiatdikonsumen dan
pilihan produsen menjadi salah arah atau orang adergegan bekerja atau
menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan DaecRaikelfility as a Revenue

Source)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daeraharsuatu pajak haruslah
dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapatkmmusgma dengan tempat
akhir beben pajak, pajak tidak mudah dihindari @engara memindahkan objek
pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak kaéendaknya jangan
mempertajam perbedaan antar daerah dari segi kamasing-masing, dan
pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang leegar dari kemampuan
tata usaha pajak daerah.

5. Kemampuan melaksanakaib(lity to Implement)
Suatu pajak harus dapat dilakasanakan dari swgtuakan politik dan tata

usaha.
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2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah
Menurut Davey (1988), terdapat empat kritendukk menilai potensi
pajak daerah yaitu :
1. Kecukupan dan elastisitas
Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan patata agar dapat
menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengelyp@merintah dan dasar
pengenaan pajaknya berkembang secara otomatioifCokérena terjadi inflasi
maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga adaglatan jumlah penduduk
dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.
Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimendiyai
a.Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajakntliri
b.Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhak teagebut
Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasilerimaan selama
beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalaksimérga, penduduk
maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).
2. Keadilan
Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bapermgeluaran pemerintah
haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakatasetengan kekayaan dan

kesanggupan masing-masing golongan.
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3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini medgag pengertian
bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluadalam menetapkan dan
memungut pajak sebanding dengan hasil yang mancppali
4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaaakpg@enetapan struktur
tarif, memutuskan siapa yang harus membayar daairbaga pajak tersebut
ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melangga
2.1.1.8Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daetapat dilakukan

melalui dua cara yaitu :
1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intenspasgutan terhadap suatu
subjek dan objek pajak yang potensial namun betrgatap atau terjaring pajak
serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapatgumangi kebocoran-
kebocoran yang ada.
Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua gaitu :

a. Penyempurnaan administrasi pajak

b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut

c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak



38

2. Ekstensifikasi Pajak
Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subl@hk objek pajak serta

penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antarad@pat ditempuh melalui cara :
a. Perluasan wajib pajak
b. Penyempurnaan tarif
c. Perluasan objek pajak

2.1.1.9Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target Pendapatan Daedalala perkiraan
hasil perhitungan pendapatan daerah secara mimioapai dalam satu tahun

anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapattaiggungjawabkan di

dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhteddpr-faktor sebagai

berikut :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahggam@n yang lalu
dengan memperlihatkan faktor pendukung yang memevatercapainya
realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghanybaa

2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tabeipelumnya yang
diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggalkampai dengan tahun
berlalu.

3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembandan perkiraan

penerimaan dari penetapan tahun berjalan minintal @i penetapan.
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4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaianagesean dari dan
penyempurnaan sistem pemungutan.

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran nastaselaku wajib
pajak.

6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasaranhiagag@ungutan.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahuh @8@yertian pajak
hotel dan restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan baggountuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan itéesillainnya dengan
dipunggut bayaran, termasuk bangunan lainnya yaegyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pedak dan perkantoran.

Retoran adalah tempat menyantap makanan minuman digediakan
dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usahd@gadan katering.

Berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 tentang paj&k thah Perda No. 4
tahun 2003 tentang restoran dijelaskan mengenaanabjek, dan subjek pajak
hotel dan restoran.

1. Dengan nama pajak hotel, restoran dan usahaisejipungut atas pelayanan

yang disediakan dengan pembayaran di hotel, resttzna usaha sejenis.
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2. Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disadidengan pembayaran di
hotel, restoran dan usaha sejenis.

3. subjek pajak adalah orang pribadi atau badag yaelakukan pembayaran
atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. gy hotel di sini
termasuk juga rumah penginapan yang memungut pardrayPengenaan pajak
hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabofkate yang ada di
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan ydiagrikan kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atak tdengenakan suatu
jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, urdagat dipungut pada suatu
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harwebiterlahulu menerbitkan
peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturak#@n menjadi landasan hukum
operasional dalam teknis pelaksanaan pengenagpedaimgutan Pajak Hotel di
daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan &igb@05,h. 245).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapaneliogi yang perlu
diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagakbé(iSiahaan, 2005,h. 246).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagigountuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, danfasalitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yangyate, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petakaian perkantoran.
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2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuklakifikasi apa pun
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk mengaeap disewakan untuk
umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badamdsntuk apa pun yang
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya ok@akusaha di bidang
jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau sehmuditerima sebagai
imbalan atas penyerahan barang atau pelayananasgigamgbayaran kepada
pemilik hotel.

5. Bon penjualaniill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebaddi bu
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak padat smengajukan
pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempgingean beserta
fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat idashirkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatiehi masyarakat dan pihak
terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotelrariin :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakerbpbkan atas
Undang-Undang Noomor 18 Tahun 1997 tentang pajadratiadan
teribusi daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentgag daerah.
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3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatuntgep&ak hotel.

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentanglpéiotel sebagai
aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pagkl Ipada
kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdagaek pajak, wajib
pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yaagjadi wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayata@s pelayanan hotel.
Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adateumen yang menikmati
dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusatel. Sementara itu,
yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel) geang pribadi atau badan
dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perasabhtau pekerjaannya
melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangk®sy termasuk obyek
pajak hotel antara lain :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangkadek. Dalam pengertian
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan junaataksepuluh atau
lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah peEpgn. Fasilitas
penginapan atau fasilitas tinggal jangka pende&ranin : gubuk pariwisata
(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahawstel), losmen dan rumah
penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasidagimapan atau tempat

tinggal jangka pendek yang sifatnhya memberikan Ildahan dan
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kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain teldp&simile, teleks,
fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan peggatan lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan udwustuk tamu hotel,
bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan ankain pusat kebugaran
(fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yatigediakan
atau dikelola hotel.

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atampan di hotel.

2.1.2.3Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Htel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah peardrayang dilakukan
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi olehrgéuistimewa, harga jual
atau penggantian dihitung atas dasar harga pasgmwajar pada saat pemakaian
jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah oraizpg atau badan yang
menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, ld@gsung atau tidak
langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaag pribadi atau badan
yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibagharsalbjek pajak
kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uanggydibayarkan maupun
penggantian yang seharusnya diminta wajib pajakagabpenukaran atas
pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitasnparmgy termasuk pula semua

tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berldetagan usaha hotel.
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Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesapuluh persen dan
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/koig lyersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepadanoeah kabupaten/kota
untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sedeagan kondisi masing-
masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikiargpsdtaerah kabupaten/kota
diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tagdkpyang mungkin
berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkanlgté dari sepuluh persen.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihiturengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.f&gara umum perhitungan
pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaarkpaja

= Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang dilakuka
kepada hotel
2.1.2.4Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wayah

Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka wakig lamanya
sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktuykng ditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian magakphagian dari bulan
dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah janghkktu yang lamanya satu
tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tabuku yang tidak sama

dengan tahun takwim.
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Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yangstdibayar oleh wajib
pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam pajak menurut
ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel giéeigapkan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutltgm masa pajak
ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat tepgmibayaran atau pelayanan
jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kaitep/kota tempat
hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangamerintah kabupaten/kota
yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berldaaserdaftar dalam lingkup
wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajalkntdamemungut
pembayaran pajak hotel dari konsumen yang mengagmn@gsa hotel harus
menggunakan bon penjualan atau nota pesanid), kecuali ditetapkan lain
oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian pengganaan penjualan adalah
penggunaan mesircash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon
penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkatanaentang jenis kamar
yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotehgy digunakan. Bon
penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usiaeggk dengan diberi
nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek psgdlagai bukti

pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukalah yang harus dibayar
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oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk mbitkan dan menyerahkan

bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk rkegan pengawasan

terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudi&bagai bagian untuk
memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel &epabyarakat selaku

subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah akgunharus disimpan oleh

wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuaitpema daerah atau keputusan
bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, gabhukti dalam pembuatan

surat pemberitahuan pajak daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualatapi tidak
menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi adnaisiisterupa denda sebesar
dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dipasporoleh
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajdjgk wajib melegalisasi bon
penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah kabuagtenkecuali dietapkan
lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajiakpgang wajib melegalisasi
bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dikag dikenakan sanksi
administrasi, umumnya berupa denda sebesar duanppes bulan dari dasar
pengenaan pajak.
2.1.2.5Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkatinya seluruh proses

kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat digaratkepada pihak ketiga.
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Walupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasamagale pihak ketiga dalam
proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakamufir perpajakan,
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, ataglperpunan data objek pajak
dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikanqekan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya paak yerutang, pengawasan
penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajadj)bwnenghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendak peotel yang terutang
dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan BPaglah). Ketentuan
ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pddsarnya merupakan
sistem self assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuhukint
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaposkadiri pajak yang
terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutg@etingas Dinas Pendapatan
Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikotanjadi fiskus hanya
bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewpgalsinoleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diaara@penuhnya pada
wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daeradrhddap wajib pajak yang
pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlahakaterutang ditetapkan
dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan PajakabaewWajib pajak tetap

memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajakunthya SPTPD
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dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang ditalal&h petugas Dinas
Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib padgak pendataan
yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Dabrgyati/walikota atau
pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapgajak hotel yang terutang
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak DaeralPH$KSKPD harus
dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluhriteejak diterimanya SKPD
oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telditetapkan oleh
bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yangprtukan wajib pajak atau
kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajibakpdikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar dua persen sedala ditagih dengan
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnygakp
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat KetetapajakPDaerah Kurang Bayar
(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah NihilRSKI). Surat ketetapan
pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas BR/BIRg disampaikan oleh
wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak muki memberikan kepastian
hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak g#aqgorkan oleh wajib
pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan perajppgsundang-undangan

pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetagak ditujukan kepada wajib
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tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dadangisian SPTPD atau
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporéleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajaklhdengan sistem
self assesment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat ditédoit
terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dimkwleh bupati/walikota.
Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapak pajga sanksinya dapat
dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat TagiharalP&aerah (STPD)
jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atatakg dibayar. Hasil penelitian
SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai adabett tulis dan atau
salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi atnasi berupa bunga dan
atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajippkpayzang melakukan
kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terpadeajib pajak yang
melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Saatksinistrasi berupa bunga
dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kuraembayar pajak terutang.
Sementara itu, sanksi administrasi berupa dend@&ndkan karena tidak
dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mauauat terlambat
menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga tapanerbitkan STPD
apabila kewajiban pembayaran pajak terutang daldPD&B dan SKPDKBT

tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukarh ohlejib pajak. Dengan
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demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakatuk menagih
SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibagéh wajib pajak
sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak daldPDBR atau SKPDKBT.
Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagilgder8TPD ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua psgbatan untuk jangka waktu
paling lama lima belas bulan sejak saat terutangkp®leh sebab itu, STPD
harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satuarbukejak tanggal
diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penernbiian penyampaian SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD digkan oleh
bupati/walikota.
2.1.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel
a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka walkdng ditentukan dalam
peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya padggal 15 bulan
berikutnya dari masa pajak yang terutang setelalakbgnya masa pajak.
Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peagetpajak hotel
ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila kepadajibv pajak diterbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetuumat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkalahjupajak yang harus
dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi galambat satu bulan sejak

tanggal diterbitkan.
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Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukakakedaerah, bank, atau
tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota saswaktu yang ditentukan
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila paydran pajak
dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pemaan pajak harus disetor ke
kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam wgihg ditentukan oleh
bupati / walikota. Apabila tanggal jatuh tempo peydran pada hari libur,
pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakaat Sa@toran Pajak
Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukalige& atau lunas. Kepada
wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dibarikanda bukti
pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerintdanini harus dilakukan
oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tedtibrastrasi dan pengawasan
penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran @djak mudah terpantau
oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentukjksran buku penerimaan,
dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dekegpaumtusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota ataulj@jgang ditunjuk dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untukgaregsur pembayaran
Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentelabtmemenuhi persyaratan
yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mesganpembayaran pajak
diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran basg@ran pajak yang

terutang harus dilakukan secara teratur dan bestwrut dengan dikenakan
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bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah gajak belum atau kurang
dibayar. Selain memberikan persetujuan mengang®mbayaran pajak,
bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapatminerikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran p&akang dalam kurun
waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yamgntdkan. Pemberian
persetujuan untuk menunda pembayaran pajak dilmeates permohonan wajib
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebutajuddah pajak yang
belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapagangsur atau menunda
pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angslitetapkan dengan
keputusan bupati/walikota.
b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunastelsd jatuh tempo
pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang pgikurakan melakukan
tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukdmadap pajak terutang
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputuBambetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang meblab jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak utdek dengan terlebih
dahulu memberikan surat teguran atau surat peangatau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.t Saguran atau surat
peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jaarhpo pembayaran pajak dan

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupatikota. Dalam jangka
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waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surangatan atau surat lain yang
sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pgfaig terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang mdsanus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalamatsteguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditatgngan Surat Paksa.
Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dafaatjutkan dengan
tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan darapéeesaan jika wajib pajak
tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagainma@stinya. Terakhir,
apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barabhigwajib pajak yang disita,
pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu kuntagihan pajak atau
barang-barang milik wajib pajak atau penanggungakpajKetentuan hak
mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administizsiupa kenaikan, bunga,
denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya keten¢mang hak mendahulu ini
untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasarg ytajak daerah bila
pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utpagak dan juga
utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnyayesgara wajib pajak tidak
mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyataiian p

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikodapat melakukan
penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu penamyajak Hotel yang
ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal inkehal sebagai penagihan

pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihgk piengan Surat Paksa dan
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penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam peamamgPajak Hotel
dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah
2.1.2.7 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan PajaKotel

Hasil penerimaan pajak hotel merupakan pendaptarah yang harus
disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabuapetenKbtesus pajak hotel yang
dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian dipgdgan bagi desa di
wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan paj&N. Hdasil penerimaan
pajak hotel tersebut diperuntukkan paling sedikpuduh persen bagi desa di
wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Baigsa yang berasal dari
pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan dakeddupaten dengan
memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan degelpéaan pajak
hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar limaepedari hasil penerimaan
pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabufsatan Biaya pemungutan
adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksamangutan dan aparat
penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Aldkaga pemungutan pajak
hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yatey anaka diperlukan
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi pémelini. Berkaitan dengan

pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang thlakukan sebelumnya.
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Rahmanto (2007)dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitagakpa
hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah dugaten Semarang tahun
2000 — 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibgrelengan pengoptimalan
potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan niextke;n pendapatan asli
daerah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagakiér
1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaterm&mang tahun
2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatantdhtin ke tahun.

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah seb&3® % sisanya

dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Ardhiyansyah (2005)dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel Jumlah
Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah \disan Nusantara akan
mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Resto@anDpenelitian ini juga
dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkatsefnsi dari Pajak Hotel dan
Restoran di Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagakiér

1. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kpaten Purworejo pada

tahun 1989-2003 sangat baik yaitu rata-rata seli€2a04%.

2. Tingkat efesiensi pajak hotel dan restoran di Kabera Purworejo pada

tahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun ardré6 persen sampai

dengan 27,29 persen.
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3. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realsgak hotel dan
restoran dalam penelitian ini adalah Jumlah hodel cestoran, Tingkat
inflasi, serta Jumlah wisatawan nusantara.

4. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumladtel dan restoran
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajdkl ldan restoran
sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah v@s&an nusantara tidak
signifikan.

Nuryono (2005)dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi peaieap
pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam perarapa diperlukan berbagai
aspek yang saling mendukung pada proses perpajgkann
Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain

1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat thhun ke
tahun sedangkan untuk pajak restoran justru memgak@nurunan.

2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pawpagalah
satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Fentika ( 2006 )dalam penelitiannya menjelaskan tentang interasfipajak
hotel dengan berdasar pada analisis efektifitassieasi dan potensi guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah poteihslari pajak hotel di Kota

Tanjungpinang sangat tinggi, lebih dari 200% darpgét yang ingin dicapai.
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Namun demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sel&s% dari terget
pendapatan.
Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atpatddisajikan dalam bentuk

tabel sebagai berikut.
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Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu
No Penulis (Th) dan Judul Variabel Alat Analisis Hdadnelitian
1 | Agus Rahmanto (2007) Realisasi PendapatapAnalisis Efektifitas Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupatem&eang
“Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Hotel, Potensi | dan Kontribusi tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkata
Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak | terhadap Pajak Daerah  dari tahun ke tahun.
Pajak Daerah di KabupatenHotel, Realisasi Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah seldés8%
Semarang tahun 2000- Pendapatan Pajak sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang la
2004" Daerah Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan
pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan
meningkatkan PAD.
2 | Indra Widhi Ardhiyansyah | Jumlah Hotel dan Analisis Efektifitas, Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kphten

(2005)

“Analisis Kontribusi Pajak
Hotel dan Restoran
terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten

Purworejo tahun 1989-

Restoran, Tingkat
Inflasi, Jumlah
Wisatawan
Nusantara, Realisasi
Penerimaan Pajak
Hotel

Analisis Efisiensi,
Analisis Regresi
Sederhana

Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik yatitureda
sebesar 102,04%.

Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kadiap
Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitutoaik
antara 24,66% - 27,29%.

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel junmatel
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2003”

dan restoran berpengaruh signifikan terhadap peaan
pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingKasi

dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Raharjo Nuryono (2005)

Potensi Pajak

“Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Hotel,

Restoran dan Pajak Hotel
Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu
Nomor 20 tahun 2002
tentang Pajak Restoran da
Nomor 21 tahun 2002
tentang Pajak Hotel”

Realisasi Penerimaa
Pajak Restoran dan
Hotel, Target
Penerimaan Pajak

nRestoran dan Hotel

Analisis kuantitatif,
analisis deskriptif

nkualitatif

* Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningést d

tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restorarujustr
mengalami penurunan.
» Terdapat beberapa permasalahan dalam proses farpa;

salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Armida Fentika (2006)
“Intensifikasi Pajak Hotel
Melalui Pengembangan
Pariwisata di Kota

Tanjungpinang”

Realisasi Penerimaa
Pajak Hotel, Potensi
Pajak Hotel

nAnalisis deskriptif
kualitatif dan
kuantitatif

Potensi riil dari pajak hotel di Kota Tanjungpinasangat
tinggi, lebih dari 200% dari target yang ingin ggaa Namun
demikian kondisi pemenuhannya hanyalah sebesard@bi%o

target pendapatan.
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2.2Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaarahdaharus
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pemhangdaerah. Pajak
hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berpertandalam pembiayaan dan
pembentukan perekonomian daerah sehingga pelakspraaungutannya harus
diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperodgiabbenar menggambarkan
potensi daerah tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukanifgjtentang potensi pajak
hotel yang ada karena berdasarkan data-data yamdeeathpat permasalahan
yang krusial yaitu adanya pajak hotel yang belugaldisecara maksimal atau
ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkarddtdaerkait terlihat bahwa
terdapat celah/selisih antara realisasi dengarettaiang cukup besar dan nilai
realisasi yang selalu jauh lebih besar dari targ@t.menjadi permasalahan
karena nilai realisasi pajak hotel yang selalu nmarhetarget yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah menjadi tidak wajar ketika penerimaan pajak hotel
yang terjadi justru selalu mengalami penurunan updgsthan dan
penerimaannya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permiagataermasalahan
yang ada adalah analisis potensi guna mengetahangiopajak hotel yang
secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengamyadadata empirik yang

berhubungan dengan perhitungan potensi pajak datelkajian teori yang ada
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terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasrhitungan potensi pajak
hotel telah didapatkan maka akan dapat pula dibkwmpa efektifitas dari pajak
hotel tersebut karena efektifitas dari pajak hotkhitung berdasarkan
perbandingan antara besarnya realisasi peneringgak potel dengan besarnya
potensi pajak hotel yang ada. Dengan demikian fmlensi pajak hotel dapat
diketahui maka efektifitas secara langsung daplat giketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa pametérdahulu yang telah
disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkamddaapemikiran dari

penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Potensi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pajak

B

Pajak Hotel

Pajak Hotel

Target Penerimaan [Realisasi Penerimaan

Potensi
Pajak Hotel

_____________________________________________________
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Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas ddipgaskan bahwa
selisih yang terjadi antara besarnya realisasi ppaaan pajak hotel yang ada
dengan terget penerimaan pajak hotel yang ditetapleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul merupakan potensi dari phgkl yang belum tergali
secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lelbésar dari target yang
ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yangwbgsar sedangkan apabila
nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil darget berarti bahwa pelaksanaan

pemungutan pajak tersebut belum didayagunakanssetasimal.

Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibgkdn dengan realisasi
penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan ddigatahui seberapa besar
tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Asial efektifitas ini mutlak
diperlukan guna mengukur sudah sejauh mana pelaksapemungutan pajak
hotel di Kabupaten Gunungkidul ini. Semakin tingd@i potensi yang ada maka
akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajalotel tersebut. Dengan
demikian sangatlah penting mengetahui potensi yaiggnarnya dimiliki oleh
pajak hotel untuk mengukur efektifitas yang dimilsehingga dapat menjadi
dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-progvanmingkatan

penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri iddividu, objek, segala
peristiwva yang dapat diukur secara kuantitatif/katal. Sedangkan definisi
operasional merupakan pengubahan konsep yang inagipa abstrak dengan
kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejaleg ydapat diuji dan
ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkaabel yang digunakan
(Hadi, 2004, Nurmayasari, 2010 :65 ).
3.1.1 Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini digunakan beberapa valighng terkait, antara lain:
1. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan suaguren atau
sebagian bangunan yang disediakan secara khuguk,satiap orang
dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan daggmeakan
fasilitas lainnya dengan pembayaran.
2. Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggurnsikatio bangunan
atau sebagian bangunan yang disediakan secaraskltiisiana setiap
orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan d

menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaram tdah
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memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tsepang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.
Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisidnaan.

b. Bentuk pelayanan yang diberikan.

c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dasgjghteraan

karyawan.

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tesed

e. Jumlah kamar yang tersedia.

3. Akomodasi lainnya adalah suatu usaha yang mengguonauatu
bangunan atau sebagian bangunan yang disediakana skicusus,
dimana setiap orang dapat menginap dengan ataa taagan dan
memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitasyl dengan
pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi : hotel mejaitu hotel
yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotelritarly seperti
yang ditentukan Direktorat Jenderal Pariwisata,gpepan remaja,
pondok wisata dan jasa akomodasi lainnya.

a. Hotel Melati/Losmen/Penginapan adalah usaha petayan
penginapan bagi umum vyang dikelola secara komersial
dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian

bangunan.
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b. Penginapan Remaja/Youth Hostel adalah usaha pemyedi
jasa akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisataaen
tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan /
pengalaman dan perjalanan.

c. Pondok Wisata/Home Stay adalah usaha penyediaan jas
pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran
harian, yang dilakukan perseorangan dengan menggana
sebagian dari tempat tinggalnya.

d. Jasa Akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan jasa
pelayanan penginapan yang tidak termasuk pada Hotel
Melati, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata miaalny
Wisma, Gubuk Istirahat.

4. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendatatapangan yang
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek p&mkg kemudian
dikalikan dengan tarif dasar pajak.

5. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang indéeroleh
Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yiéalgilcan oleh
hotel.

6. Tarif Kamar Rata-Rata adalah yang diterima hotbhgai pendapatan,
dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kderagan jumlah

kamar yang ada.
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7. Jumlah Kamar adalah banyaknya kamar yang ada dsedia untuk
dihuni.

8. Tarif Pajak adalah besarnya tarif hotel yang dileda oleh Pemerintah
Daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan Pwmemasing-
masing daerah. Dalam penelitian ini besarnya TRajhk Hotel yang
ditetapkan adalah sebesar 10%.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu médmesyarat-syarat
tertentu yang berkaitan dengan masalah penelidasus-kasus tersebut dapat
berupa orang, barang, binatang, hal atau peris{iwRahmanto, 2007, ...
Mardalis, 2003:53). Populasi dalam penelitian imalah semua hotel di
Kabupaten Gunungkidul termasuk hotel pondok wisgnginapan remaja
(youth hostel), melati, bintang 3 dan jasa akomodasi lainnyangyaidak
termasuuk pada hotel melati, penginapan remajadgorwisata dan hotel
bintang 3), yang berjumlah 44 unit di tahun 2008, uhit di tahun 2006 dan
2007, 54 unit di tahun 2008 dan 45 unit di tahu@2®imana mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggafkanpendek.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan faspésmginapan atau

fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memmkemudahan dan

kenyamanan.
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3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disedi&kaisus untuk tamu hotel
dan bukan untuk umum.

4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acarpeatamuan di hotel.

5. Penjualan makanan dan minuman ditempat disdgagan fasilitas
penyantapan.

Dalam penelitian ini diambil responden dari selupdpulasi yang ada
yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pknailaupun para pengelola
hotel sebagai sumber data (responden) penelitelama tahun 2005 hingga
tahun 2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau keagat@ang dapat
dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakaok unmtenarik suatu
kesimpulan (Santosa, 2007, h.11). Ketersediaanrdatapakan suatu hal yang
mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Sesata yang tersedia harus
disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu peneR&relitian ini mengambil
lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul, salatuskabupaten di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaikgrdpulkan yaitu data

primer dan data sekunder.
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1. Data primer adalah data yang didapat dari sumbdgampa, baik dari
individu atau perorangan seperti hasil wawancaaa dtasil pengisian
kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam pige ini data primer
yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar pdéanm tingkat
pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu,ififasi hotel yang
ada di Kabupaten Gunungkidul, lama menginap tamtelhsistem
pengelolaan hotel dan jumlah kamar yang ada.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan sumber lain
yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketigeara berkaldi(ne
series) untuk melihat perkembangan objek penelitian salgmeriode
tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yaigrdpulkan adalah
data realisasi dan target penerimaan pajak haaéh pajak daerah, data
Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan aimkamar.

3.3.2 Sumber Data
Data primer yang digunakan dalam penelitian inedyteh langsung dari
pihak pengelola hotel/penginapan di Kabupaten Ggikidal, sedangkan sumber
data-data sekunder diperoleh dari beberapa surydn@r,dari publikasi instansi-
instansi pemerintah seperti :
1. Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Bidang Kgama

Anggaran Daerah
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul BidangkH2geerah
4. Badan Pariwisata Daerah Propinsi DIY
3.4Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pelaksanaan metode penguampdhta dimaksudkan
untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan teldagan permasalahan yang
diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode yepglan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengambaca literatur,
jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait bg#dng bersumber dari
perpustakaan maupun dari instansi yang terkait atengermasalahan
penelitian.

2. Survei yaitu metode pengumpulan data melalui pgaan keterangan-
keterangan kepada responden. Data yang dihasillaopd jawaban-
jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan metiocky akan dapat
diperoleh fakta-fakta yang tidak bias diamati datekangan masa lalu yang
belum dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antana jumlah pemakaian
kamar pada kondisi-kondisi tertentu (ramai, nordzal sepi).

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitiaamara lain :
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3.5.1 Perhitungan Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalaanalisis
menetapkan target rasional. Dengan potensi yang setalah dibandingkan
penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akapatkan besarnya
potensi yang terpendam, sehingga akan dapat dipkaki rencana tindakan apa
yang akan dilakukan untuk menggali potensi yangetedam tersebut untuk
menentukan berapa besarnya rencana penerimaamamglatang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan msimyang
disampaikan oleh Harun (2001) sebagai berikut :

PPH=A XB XCXD ottt (3.1)
Dimana :
A :Jumlah Kamar
B : Tarif kamar rata-rata
C :Jumlah hari
D : Tarif pajak hotel

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi md&pat pula
diketahui seberapa besar efektifitas pengelolagak photel tersebut karena
efektifitas pengelolaan pajak hotel dihitung beadksan perbandingan antara
jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengamgofajak Hotel yang ada.

Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memumigun mengukur

apakah tujuan aktifitas pemungutan dapat dicapang@n demikian semakin
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besar efektifitas menunjukkan semakin efektif atds/pemungutannya. Artinya,
semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuanitaktipemungutan
semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakosd;, 2@ 144 ).
3.5.2 Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Menurut Devas (1989), efektifitas yaitu hubungariaen output dan
tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukwherapa jauh tingkat output
tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisafktiitas juga berhubungan
dengan derajat keberhasilan suatu operasi padarsekblik sehingga suatu
kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebuwmmpunyai pengaruh besar
terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyayakagt merupakan
sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2@f&ktifitas digunakan untuk
mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pdgaigan tujuan atau
potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Masimo dalam Hapsari, 2011,
hal 65).

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hdigunakan rumus

sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Potensi Pajak Haotel

x 100%

Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disirkpnlbahwa efektifitas
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semadsar rasio maka semakin
efektif, standar minimal rasio keberhasilan adal@f% atau 1 (satu) dimana

realisasi sama dengan target yang telah ditentuRasio dibawah standar
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minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efel&d@lama ini belum ada ukuran
baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efeigsibiasanya dinyatakan secara
kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkakgfitas dapat digolongkan ke
dalam beberapa kategori yaitu :
1.Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 10€¢rti sangat efektif.
2.Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% befadtif.

3.Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawal¥dbérarti tidak efektif.





